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ABSTRAKSI 

 
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(selanjutnya disebut “PKWT”) oleh perusahaan terhadap pekerjanya dimana 

pelaksanaan PKWT oleh perusahaan kerap melanggar ketentuan PKWT yang diatur 

pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya 

disebut “UU Ketenagakerjaan”). Metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan melalui studi kepustakaan 

PKWT yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang merupakan suatu perjanjian 

kerja yang memuat mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja selaku 

pihak-pihak yang menjadi subjek dalam pembentukan perjanjian tersebut. Hak dan 

kewajiban pengusaha dan pekerja seharusnya tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sehingga dalam pembuatan PKWT hingga pemberlakuan PKWT, pihak-pihak yang 

bersangkutan harus mengikuti syarat-syarat perjanjian dan juga ketentuan pada UU 

Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya masih ada perusahaan-perusahaan 

yang membentuk PKWT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan menyepelekan hak-hak pekerja yang telah diatur pada Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran yang paling banyak 

terjadi mengenai PKWT oleh perusahaan adalah masa berlaku PKWT dan 

pengulangan PKWT dan hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dimana PKWT memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun, dan 

dapat diulang 3 (tiga) kali. Sehingga apabila pengulangan PKWT melebihi batas 

yang diatur pada undang-undang maka perusahaan wajib merubah status pekerja 

menjadi pegawai tetap. Namun hal ini terkendala pemberlakuannya karena adanya 

perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan produksi/pekerjaan secara rutin dan 

berlangusng terus-menerus. Terdapat perusahaan yang hanya melakukan 

produksi/pekerjaannya berdasarkan permintaan konsumen saja dan hal ini biasa 

disebut dengan produksi secara musiman. Bagi perusahaan yang melaksanakan 

produksi musiman jelas tidak mungkin untuk dapat melaksanakan PKWT sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan tidak mampu memberlakukan karena terbatas dengan pekerjaan yang 

dimiliki, serta tidak mampu untuk membayar gaji karyawan secara rutin apalagi 

untuk menjadikan karyawannya sebagai pegawai tetap. Apabila perusahaan 

dituntut untuk memenuhi PKWT sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, maka hal ini dapat menyulitkan serta merugikan pihak pengusaha. 

Selain itu, pihak pekerja juga dapat dirugikan dengan adanya hal ini, karena 

perusahaan yang tidak sanggup untuk menjadikan pekerjanya sebagai pegawai tetap 

akan memilih pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hal ini akan meningkatkan 

jumlah pengangguran. 

 

 
Kata kunci: PKWT, Pekerja, dan Pengusaha. 
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